
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 13 Tahun 1954 
tentang Pengubahan Undang­Undang Nomor 16 dan Nomor 
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang 
Pembentukan Kota­Kota Besar dan Kota­Kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 

Nomor 17 Tahun 1950 tentang 1. Undang ­ Undang 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 Undang­ 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, bahwa Peninjauan terhadap tarif Retribusi 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ; 

b. bahwa besaran tarif retribusi/ Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan 
Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota 
Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar 
Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi 
Jasa Umum sudah tidak efektif dan tidak sesuai dengan biaya 
penyediaan layanan, maka perlu untuk merubah besaran tarif 
dimaksud; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir 
Di Tepi .Jalan Umum ; 

WALIKOTA BLITAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

r>. 
·~· 

Menimbang 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 

WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 
PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 48 TAHUN 2015 

TENTANG 



40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
551); 

2. Undang ­ Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Peneyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang­Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang­Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

5. Undang ­ Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

6. Undang ­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah 

dengan Undang­Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang ­ Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 



Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi jalan Umum sebagaimana diatur dalam 

Lampiran III Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 ten tang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 

Pasal 1 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF 

RETRIBUSI PELAY ANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. 
Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3243); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 

11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 

2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar 

Tahun 2013 Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 ten tang 

Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah 

Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 1) ; 
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(' Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 

Kepala Bagian Hukum 

Rudy Wijonarko 
BERITA DAERAH KOTA BLITARTAHUN 2015 NOMOR 53 

ttd. 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

Diundangkan di Kota Blitar 
Pada tanggal 31 Desember 2015 

SUPRIANTO, SH., MH 

f'· 
\ ' 

Ditetapkan di Blitar 
Pada tanggal 30 Oktober 2015 

Pj. WALIKOTA BLITAR, 

Ttd. ", .. .$· 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

Pasal 2 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 
5) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 
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SUPRIANTO, SH., MH 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 
Kepala Bagian Hukum 

Pj. WALIKOTA BLITAR 

Ttd. 

TARIF 
NO JENIS PELAYANAN KETERANGAN 

(Rp) 

1 JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) 
5.000,­ Sekali Parkir 

kilogram. 

2 JBB tidak lebih atau sama dengan 3.500 (tiga ribu 
2.000,­ Sekali Parkir 

lima ratus) kilogram. 

3 Sepeda Motor. 1.000,­ Sekali Parkir 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI 

JALANUMUM 

LAMPIRAN PERATURAN W ALIKOTA BLITAR 

NOMOR 48 TAHUN 2015 
TANGGAL 30 OKTOBER 2015 
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